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ABSTRAK

Profesi kedokteran di Indonesia merupakan profesi yang sangat mulin di mata
masyarakat, sebab profesi tersebut berhubungan secara langsung dengan manusia sebagai
objek dan ads keitannya dengan kehidupan sera kematian manusia. Pada saat ini dimana
negara kita berlandaskan hukum, bukan tidak mungkin dokter ditindak atau dikenakan
sanksi, maka perlu kiranya dikaji dan dipelajari batasan-batasan vang mesti dilakukan
dalam praktek sehan-han, agar terhindar dari segala tuntutan yang bisa tedjadi, sebab
lemmyata menjadi seorang deokter dif nepara vang berlandaskan hukum memiliki resiko
besar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bapaimana Pelaksanaan Standarisasi
Erika Profesi Dokter sebagai bentuk Profesionalitas dalam Pelayanan Medis; 2) Bagaimana
bentuk pelanggaran, dan prosedur penanganan, serta pedoman penilaian Profesionalitas
Kedokteran: 3) Bagaimana bentuk sanksi Pidana dalam Profesionalitas Kedokteran. Dari
penelitian terungkap bahwa pelaksanaan standarisasi etika profesi kedokieran sebagai
bentuk profesionalitas saat ini masih belum efektif, dimana masih terdapat  kekurangan
dan keterbatasan, Namun, dengan adanya suatu sikap tindak dan tingginya rasa tanppung
jawab terbadap tugas vang diemban, maka profesi dokter diharapkan bisa lebih konsisten
memberikan pelavanan keschatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan profesi kedokteran
di kota Medan khususnva terdapat bentuk pelanggaran profesionalitas yang pemah
ditangani oleh [DI Cabang Medan vaitu kurangnya komunikasi antara dokier dan pasien.
Hentuk pelanggaran lain seperti malpraktik mediz, abortus provokalus sampai saat ini
belum pernah ditangani oleh ID1 Cabang Medan, prasedur penanganan pelanggaran etika
lersebut diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Eiika kedokteran (MEEEK IDI), dan
berpedoman pada pancasila, prinsip-prinsip dasar moral umumnya, ciri dan hakekat
pekerjaan profesi, tradisi lubur kedokteran, Lafal Sumpah Dokter Indonesia, Kode Etik
Kedokteran Indonesia, Hukum  Keschatan terkait, dll. Pada  bakikatnya timbulnva
pelanggaran itu karena lemahnya etika dan moral serta keahlian dalam din dokter tersebut.
Kemudian, bentuk sanksi pidana vang diatur dalam Kitab Undang-undang Hubkum Pidana,
Undang-undang Nomor 23 Tabun 1992 tentang Kesehatan, dan sanksi pidana dalam
Undang-undang Nomeor 29 Tahun 2004 tentang Prakiik Kedokteran di kota Medan belum
diterapkan, Disebabkan masvarakat umumnya dan pasien khususnya lebibh menyukai
pilihan hukum secara perdata. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang
digunakan penulis adalah melalui pendekatan; Yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum
vang menggunakan data sekunder sebagai data awalnva, vanp kemudian dilanjutkan
dengan data pnmer atau data lapangan. Untuk penvempurnaan data-data vang ada maka
penulis melakukan wawancara dengan para nara sumber yaitu dokter, hakim, dan jaksa.
Dengan  adanya mstrumen hukum yang membatasi kewenanpan dan menjadi akses
perlindungan bagi dokter dan pasien diharapkan dapat menjembatani perbedsan vang
sering terjadi antar posisi dokler dan pasien dan apabila terjadi kasus malpraktik medis
maka bagl para penegak hukum kiranyva dapat menyidik, menuntiet dan memutus perkara
dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
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A. Latar Belakang.

Etika menpandung ari patokan ataupun pedoman vang menuntun manusia untuk
berperilaku vang baik. Patokan! pedoman ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nila VHMA
hidup di masvarakat, Demikian juea dalam lingkup profesi. nilai-nilai etis meniadi
pedoman  dalam  menjalankan  profesinva.  Profesi adalah  suatu  pekerjasn vanp
membuluhkan body of knowledpe sebagal dasar pengembanean teori vang sistermnatis,
menghadapi banvak tantangan dan karena it membutuhkan pendidikan dan lstihan vane
lama, memiliki kode etik serta orientasinya adalah melayvani.'

Profesi kedokieran di Indonesia merupakan profesi vane saneat mulia di mata
miasvarakat, scbab profesi tersebut berhubunean secara lanpsung denean manusia sebapai
objek dan ada kaitannva dengan kehidupan serta kematian manusia. Masvarakat
meneetahul dan meneakui pada dird seorane dokter vang baik dan bijaksana, denpan kata
ain dokter adalah dewa penolong bagl vang membutuhkan dan merupakan orang vang
=crba hisa. Karena hal-hal inilah maka masvarskat mengangpan seorane dokter dijadikan
contoh tefadan oleh lingkungan dalam sepala aspek kehidupan karena beoitu besarnva rasa
percava diri masvarakat serla rasa hormat terhadap searanp dokier,

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan vang dapat dilakuken oleh siapa saja.
setainkan hanva boleh dilskukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu vang
~erwompetensi dan memenuhi standar terfentu. Telah mendapat izin dard institusi vane

—erwenang dan bekerja sesuai denpan standar dan profesionalisme vanp ditetapkan oleh

Fachmi 1dris. 2006, Eokter fuiro Manpsiar Unava Mepmperfaibl Muty Pelavinian Kerelaton™.
s ousy Besar Lkatan Dokler [ndonesia, Jakaca, bal. 1,



organisasi profesinva’® Pada saat ind dimana nepara kita berlandaskan hukum, bukan tidak
munekin dekeer ditindak atau dikenakan sanksi, maka perlu kiranva dikaji dan dipelajari
batasan-batasan vana mesti dilakukan dalam praktek schari-hari, agar terhindar dari sesala
tuntutan vang bisa teriadi. sebab ternyvata menjadi seorane dokter oi nepsra vanoe
herlandaskan hukim memiliks resikn hesar
Dunia kedokteran vang dahulu seakan tidak tedanokay oleh hukum., defipan
berkembangnva kesadaran masvarakat akan kebutuhannva tentang perlindungan hukum.,
menjadikan dunia penpobatan bukan saja sebagai hubunean keperdataan. bahkan meanjadi
hubungan pidena” Peraturan vang mengatur tentang tanggung jawab elis scorang dokter
tertuang di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKD sebagsi pedoman perlaku
dokter dalam menjalankan profesinva di Indonesia, KODEK! vyang disusun dengan
mempertinbanckan fnfernational Code of Medical Ethics ini, telah disesuaikan dengan
falsafah hidup banesa Indonesia, vaitu Pancasila dan Undane-Undang Dasar 1945, dan
telah  dimantapkan dalam  bemtuk  surat Keputusan  Menteri  Kesehatan
SoAsdMen Kes/ SE X983, KODEKT ini menpatur hubungan antar manusia vane
mencakup kewanban umum  seorang  dokter, hubunpan dokler denman pasiennva,
cewaliban dokter terhadap sejawalnya, dan kewaitban dokter terhadap dirinva sendin,”
Permasalahan vang dihadapi sasl ini oleh profesi dokier adalah adanva pupatan
-tau tuntutan dart masyarakat vang menjadt korban malpraktik medis. Kasus malpraktik
U vang diangpap sebapai malpraktik medis ini terjadi karena perlakuan medis atau sikap
sritedey vang diberikan oleh para tenapa medis (dokter maupun perawat) saneat tidak

—omuaskan dan kurang komunikatithva  dokler dalam masalal  ffbemed  comsent

* Daniel. dalam artikel © Prakik FRedidieran Yange Sait Meneepah Malorakiit Kedokieran™
arleca i, Diakses Maret 2006.
DAty IsBincbearie. 2005 " Malneakiek dor Racike Medik dolam Kajian Hulbwe Pidena™ Prastasi
2ka Jakarta, hal 25.
©Anny Lsfandyvarie. 2006, Tanamnge Jawah Hukum dor Soeksi baod Dokrar Buku 1 Prestas
itk lakarta, hal 26,



{persetujuan tindakan) dari pasiennya.. DHmana tindakan penaneanan terbadap penvakit
pasien vang dianggap salah schingea menghasilkan terapi vang salah atu dianppap tidak
sesuai dengan harapan pasien dan keluarganyva. Hal ini dapat menvebabkan seorang pasien
lebih mempercavakan perawatan kesehalannya ke dokler-dokter asing dan berobat ke luar
neEeri.

Contoh kasus dupaan malpraktik vang terjadi salah satunva menimpa Augustianne
Sinta Dame Marbun. Dugaannva lantaran dokter salah mendiaenosis denpan memberikan
antibiotik herdosis lineei terkait denean rencana operasi penpanekatan rahimnva, ginjal
istri advokat Hotman Paris Hutapes ity menealami kerusakan.” Akhimnve profesionalitas
terlanggar karena kebijakan oleh dokter secara spekulasi untuk menvelzmatkan pvawa
pasien. sedangkan hukum tidak biss menerima kondisi terschut. dan tetap harus dinroses
menurul aturan hukum vang herlaku.

Belum diterapkannya ketentuan hukum vang tepas antara pelangearan kode etik
can pelanegaran hukum di o dalam perbuatan dokter terhadap pasien inilah  vane
menunjukkan  kebutuban akan hukum betul-bets] bisa diterapkan dalam pemecahan
masalah-masalah medis, vang hanva bisa diperoleh denpan berusaha memahami fenomena
vang ada dalam profest kedokteran, Sekalipun pasien mengetahui bahwa pelavanan vang
Sierimanva kurang memadai, seringkali pasien atan kelusroanva lebih memilih diam
carend 1ika mereka menvatakan ketidakpuasannva kepada dokter, mereka khawatir kalau

“kter akan menolak menolong dirinva, vane pada akhimva bisa menghambat kesembuhan
szsten, Walupun demikian tidak semua pasien memilik diam apabila pelavanan dekter
crang memuaskan bagl dirinya atau kelusreanva, terutama jika salah sam keluarganya

== dirinva mengalami cacat atau kematian setelah penpobatan vang dilakukan oleh

dalam kobony berite, Diakses taneaal % Januari 2006,

)



Berdasarkan hal vang telah dikemukakan di atas, maka sava merssa tertarik untuk
menulis  hal  ini.  Karena  itu  penulis  membuat  wlisan  vanp berjudul ™
PROFESIONALITAS KEDOKTERAN( Studi Hukum Pidana tentang Malpraktik
Medis sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Profesi oleh Dokter Di Wilavah Hukum

Pengadilan Negeri Medan)™.

R, Pernmusan macalah,
Berdasarkan ursian diatas dapatlah diidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan standarizasi etika profesi kedokieran sebapai bentuk
profesionalitas dalam pelavanan medis?
2. Bapaimanakah bentuk pelangparan. dan prosedur penanpanan, sers pedoman
penilaian dan profesionalitas kedokteran?
3. Bapaimanakah  bentuk  sanksi  pidana  vang  dipakai  dalam  pelangparan

profesionalitas kedokteran?

C. Tujuan Penelitian.
Adapun tejuan vang ingin dicapai dalam penelitian ind adalah:
Untuk mengetahui pelaksanaan standarizasi etika profesi kedokteran sehagai bentuk
profesionalitas dalam pelavanan medis.

2. Untuk mengetahui bentuk pelangoaran, dan prosedur penanganan, serla pedoman
penilaian dari profesionalitas kedokternn,
Untuk meneetahui  bentuk sanksi pidana vang dipakai dalam  pelangearan

profesionalitas kedokieran,
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PENUTUP

A, Kesimpulan

1

Profesi kedokieran adaiah profesi kemanusiaan, oleh karensa ity etika kedokieran harus
memcgang  peranan  sentral bagl para dokier dalam  menjalankan  tupas-tugas
penpabddiannyvy untuk kepentingan masyaraka! seiinees rawan  uplok timbulnva
pelangparan etik kedokleran bahkan pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Karena
it cliperiukan pedoman etik dan peraturan perundan E-undangan ferkait vang menuniun
para dokier uniuk berjalan di jalur yvang benar. Pelaksanaon standarizasi protesionalitas
Kedokteran saat ini masih belum etektii menvikapi permasalahan-permasalahan vang

berhubungan dengan pelangearan etika protes: yang diiskukan oleh doier,

- Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dalam profesionatitas kedokteraan berdasarkan

penelitian yang dilakukan agaiah kumngnya komunikas antara dokter dan paslen vang
menyebabkan pasien melakukan pengaduan kepada pihak D1 Cabane hMedan,
Pelanggaran profesionalitas kedokteran  dapat timbul akibat dokter dalam melakukan
tindakan atay menjalankan Himgsi medisnya telah bertentanpan dengan etike. moral,
hukum. dan standar profesi medis, kurangnyva ilmu pengetahuan atau ketingpalan ilmu
pada bidangnya sesual dengan kemampuan rata-rata vang berlaki umum sesuai dengan
keahlian dan bidangnya tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran lainnva dipengarehi oleh
semdjuan Umu pengetahuan dan teknologl, dimana sebapman dokter tidak terus
menggali ilmu dan perkembangan iptek kedokteran tersebut. Seperti adanva malpraktik
Tedis, abortus provekatus, dan sebagainya merupakan suatu bentuk kegapgalan protesi
Zokter dalam menjaga tanggung jawab protesinva terhadap masyarakat.

~znksi terhadap pelanggaran etik kedokteran dan  benuk-bentuk  pelanpearan

“rotesionalitas kedokteran dalam bhukuwm pidana berdasarkan pepelitian vang dilakukan

i
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pelum dapat dierapkan. Hal mi disebabkan masyarakel umumnya dan pasien
khususnya iebih menyukai pilinan bukum seécara perdata. Menpingat resiko VAN
dialami oleh pasien harus diganti dengan pant kerugian vanp sehanding, Dan apabila
sanks) pidana diterapkan, maka pasien tidak akan mendapal gant kerupian, hanyva
kepuasan batin dan suatu keadilan hukum. Sanksi pidana hendaknya diberikan secara
tepas dan konsisten sesuai dengan berat ningannya pelangegaran. kalau diiihar di dalam
Lindang-undang Keschatan ancaman pidana dan denda bagi dokter iehib tinggi
dibandingkan KUHP dan Undanp-undang Prakiik Kedokieran. Namun, di satu sisi
Undang-undang Kesehatan masih memiliki kelemaban dalam menjerar dokier yang
melakukan malprakuk medis. hal ini disebabkan karena Undang-undang tersebur
dibuat pada saat kasus malpraktik belum banyak terjudi, dan kesadaran hukum
masyarakal saat 1ty masih Kurang. Pembentukan Undang-undang yvane komprehensii
mengatur tenang maipraklik medis dan pentuk-bentuk pelangearan euka protesi
jainnya diperivkan untuk mencegah terulangnva pelangparan vang sama pada masa

depan.

B. Saran

Perlu dipikirkan pendidikan etika dan moral vang lebiih mendaiam padz kurikulum
pendiclikan kedokteran, seningga dalam diri caion dokter harus benar-bepar lefanam
bahwa hubungan komunikasi «dengan pasien adalah hal yang mutiak  harus
diperhatikan. Mengingat protesi dokler adalah hubunpan vang lebih bersitar sosiai
daripada bersifat ckonomis.

1130 (1katan Dokler indonesia) bersama-sama orpanisasi profesi dokter spesialis dan

organisasi kedokietan seminat lainnya. hendaknya dapat meningkatkan komunikasi.
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